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1.1. Latar Belakang1.1. Latar Belakang..
Potensi Potensi sumbersumber dayadaya panas bumi Indonesiapanas bumi Indonesia padapada tahuntahun 2003 2003 berjumlahberjumlah 27.189 27.189 
MweMwe, n, namun amun pemanfaatannyapemanfaatannya baru baru mencapaimencapai 22% % (807 Mw) (807 Mw) dari potensi dari potensi sumbersumber
dayadaya dandan cadangancadangan tersebut yang dimanfaatkan tersebut yang dimanfaatkan untuk untuk pembangkitan tenaga listripembangkitan tenaga listrik;k;

Panas bumi termasuk Panas bumi termasuk energi energi terbarukan yang bersih lingkungan sehingga terbarukan yang bersih lingkungan sehingga 
peranannya perlu ditingkatkan peranannya perlu ditingkatkan khususnya untuk khususnya untuk menmensubstitusisubstitusi pemakaian energipemakaian energi
fosil;fosil;

Energi panas bumi yang terdapat di Indonesia Energi panas bumi yang terdapat di Indonesia beragamberagam sehingga sangat cocok sehingga sangat cocok 
untuk untuk dimanfaatkan sebagai dimanfaatkan sebagai sumbersumber energienergi primer primer pembangkit tenaga listrikpembangkit tenaga listrik
maupunmaupun untukuntuk pemanfaatanpemanfaatan langsunglangsung dalamdalam industriindustri pertanianpertanian dandan pariwisatapariwisata;;

Potensi Potensi sumber sumber daya Panas bumi pada umumnya terdapat di jalur vulkanik yang daya Panas bumi pada umumnya terdapat di jalur vulkanik yang 
prasarananya masih terbatas. Selain itu, prasarananya masih terbatas. Selain itu, energi energi panas bumi tidak dapat diekspor panas bumi tidak dapat diekspor 
sehingga pemanfaatannya difokuskan sehingga pemanfaatannya difokuskan untuk untuk memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan energi energi setempat;setempat;

Pemanfaatan Pemanfaatan energi energi panas bumi akan berdampak positif pada pengembangan panas bumi akan berdampak positif pada pengembangan 
ekonomiekonomi,, khususnyakhususnya daerah setempat;daerah setempat;

UndangUndang--undangundang NomorNomor 44 44 TahunTahun 1960, 1960, UndangUndang--undangundang NomorNomor 8 8 TahunTahun 1971, 1971, 
undangundang--undangundang NomorNomor 15 15 TahunTahun 1985 1985 tentangtentang KetenagalistrikanKetenagalistrikan, , KeppresKeppres No. No. 
22/1981, 22/1981, KeppresKeppres No. 45/1991, No. 45/1991, KeppresKeppres No. 49/1991, KMK N0. 766/KMK.04/1992, No. 49/1991, KMK N0. 766/KMK.04/1992, 
memberikanmemberikan dayadaya tariktarik pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi dengandengan komitmenkomitmen pengembanganpengembangan
sampaisampai dengandengan 3000 Mw; 3000 Mw; 
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1.1. Latar Belakang (Lanjutan)1.1. Latar Belakang (Lanjutan)..

KeppresKeppres NomorNomor 37/1997, 37/1997, KeppresKeppres NomorNomor 39/1997, 39/1997, KeppresKeppres NomorNomor 5/1998 yang 5/1998 yang 
menundamenunda dandan mengkajimengkaji kembalikembali beberapabeberapa proyekproyek PanasPanas bumibumi, , sehinggasehingga hanyahanya 807 807 
Mw yang Mw yang dapatdapat direalisasikandirealisasikan;;

KeppresKeppres NomorNomor 76/2000 76/2000 tidaktidak berhasilberhasil menarikmenarik investasiinvestasi barubaru;;

UndangUndang undangundang NomorNomor 27/2003 27/2003 tentangtentang PanasPanas BumiBumi memberikanmemberikan kepastiankepastian hukumhukum
dalamdalam mendorongmendorong investasiinvestasi baru  pengembanganbaru  pengembangan panaspanas bumibumi;;

UU No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan merupakan produk UU No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan merupakan produk restrukturisasi restrukturisasi 
bidang Tenaga Listrik memberi kesempatan pengembangan pembangkitbidang Tenaga Listrik memberi kesempatan pengembangan pembangkit tenaga tenaga 
listrik dari listrik dari sumber energi sumber energi baru terbarukan setempat di wilayah kompetisi baru terbarukan setempat di wilayah kompetisi dan dan non non 
kompetisi pada kompetisi pada off grid off grid dan dan on grid;on grid;

Dengan mempertimbangkan Dengan mempertimbangkan UndangUndang UndangUndang NomorNomor 27/2003 27/2003 tentangtentang panaspanas bumibumi , , 
UndangUndang UndangUndang NomorNomor 20/2002 20/2002 tentangtentang ketenagalistrikanketenagalistrikan dandan pelaksanaan pelaksanaan 
restrukturisasi sektor restrukturisasi sektor energi energi lainnya maka perlu disusun lainnya maka perlu disusun pedomanpedoman dandan polapola tetaptetap
pengembangan pengembangan dan pemanfaatan energi dan pemanfaatan energi panas bumipanas bumi sebagaisebagai suatusuatu petapeta--perjalananperjalanan
((‘‘roadroad--mapmap””) ) implementasiimplementasi kebijakankebijakan restrukturisasirestrukturisasi kegiatankegiatan usahausaha panaspanas bumibumi..

Roadmap Roadmap pengembanganpengembangan pengusahaanpengusahaan PanasPanas bumibumi, , sesuaisesuai dengandengan amanatamanat UndangUndang
UndangUndang 27/2003 27/2003 tentangtentang panaspanas bumibumi, , menjadimenjadi acuanacuan dalamdalam penyusunanpenyusunan peraturanperaturan--
peraturanperaturan pelaksanaanpelaksanaan sehingga kegiatansehingga kegiatan usahausaha panaspanas bumibumi mempunyaimempunyai landasanlandasan
hukumhukum yang yang jelasjelas, , transparantransparan, , dapatdapat dilaksanakandilaksanakan dandan mampumampu menarikmenarik investasiinvestasi..
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1.2. POLA PIKIR PENGEMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

PENGUSAHAAN 
PANAS BUMI YANG 
MASIH RENDAH   

REGULASI   

• Blue Print;

• PP;

• Keppres; 

• Perda;

• Kepmen;
• Semua ketentuan
dan peraturan
perundang-undangan
yang mendasari
pengusahaan dan
kontrak yang sedang
berjalan tetap
dihormati.

KONDISI BISNIS

• Kepastian hukum;

• Program insentif;

• Bankable;

• Kebijakan
perpajakan yang 
mendukung;

• Jaminan
Pembayaran; 
• Pengusahaan Panas
Bumi & Kontrak yang 
sudah ada tetap
dihormati.

SDM / TEKNOLOGI

• Kompetensi SDM 
Pusat dan Daerah;

• Road map Riset dan
teknologi;

• Lembaga
pendidikan Panas
bumi;

• Prasarana
laboratorium
terakreditasi;

• Pusat data dan
informasi Panas bumi.

INDUSTRI PANAS BUMI 
YANG DIINGINKAN 
PADA TAHUN 2020

• MENUNJANG PEM-
BANGUNAN YANG 
BERKELANJUTAN;

• MEMBERI NILAI 
TAMBAH SECARA 
KESELURUHAN;

• MENINGKATKAN 
PENDAPATAN 
NEGARA DAN 
MASYARAKAT;

• PEMANFAATAN 
UNTUK TENAGA 
LISTRIK SEBESAR 
6000 Mw;

• BERKEMBANGNYA 
PEMANFAATAN 
LANGSUNG UNTUK 
AGRIBISNIS, 
PARIWISATA, DLL.PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS

OTONOMI DAERAH – PERSAINGAN INVESTASI GLOBAL – KOMPETENSI 
SDM – PENGUASAAN TEKNOLOGI – KETERBATASAN DANA INVESTASI 
DALAM NEGERI – POTENSI KRISIS TENAGA LISTRIK/INFRASTRUKTUR 
DAN ENERGI

UUD 1945, UU 20/2002, UU 27/2003
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1.3.  Kondisi Saat Ini1.3.  Kondisi Saat Ini

1.3.1 1.3.1 PPotensiotensi Panas Bumi :Panas Bumi :
Potensi Potensi sumbersumber dayadaya panas bumi Indonesia panas bumi Indonesia diperkirakandiperkirakan sebesarsebesar 14.244 14.244 MweMwe
((spekulatifspekulatif 9.530 9.530 MweMwe dandan hipotetishipotetis 4.714 4.714 MweMwe) ) dandan cadangancadangan diperkirakan setara diperkirakan setara 
dengan 12dengan 12..945 Mwe945 Mwe ((terdugaterduga 9.912 9.912 MweMwe, , mungkinmungkin 728 728 MweMwe, , terbuktiterbukti 2.305 2.305 
MweMwe););
CCadangan Padangan Panasanas bumibumi saat ini saat ini berpotensiberpotensi menghasilkanmenghasilkan kapasitaskapasitas terpasangterpasang listriklistrik
sebesarsebesar 3000 Mw3000 Mw, , namunnamun yang dimanfaatkan yang dimanfaatkan untuk untuk pembangkitan tenaga listrik pembangkitan tenaga listrik 
baru sebesar baru sebesar 807807 MwMw..
Lapangan panas bumi yang Lapangan panas bumi yang sudahsudah dilakukandilakukan kegiatankegiatan baikbaik untukuntuk eksplorasieksplorasi, , 
produksi tenaga listrik produksi tenaga listrik maupun maupun yang yang dalamdalam tahap pengembangan berjumlah 70 tahap pengembangan berjumlah 70 
lapangan. Dari jumlah tersebut, 60 lapangan telah dilakukan survlapangan. Dari jumlah tersebut, 60 lapangan telah dilakukan survey eksplorasi ey eksplorasi dan dan 
1515 diantaranya telah menjadi WKP Pertamina (2002) diantaranya telah menjadi WKP Pertamina (2002) untuk untuk dikembangkan oleh dikembangkan oleh 
Pertamina Pertamina sesuaisesuai dengandengan KepmenKepmen ESDM No. 667/2002 ESDM No. 667/2002 ::

-- WKP yang masih dilanjutkan WKP yang masih dilanjutkan untuk untuk dikembangkan oleh Pertamina:dikembangkan oleh Pertamina:
SibayakSibayak--Sinabung, SibualSinabung, Sibual--buali (termasuk Sipirok, Sarulla, Silangkitang buali (termasuk Sipirok, Sarulla, Silangkitang dan dan 
Namora I Langit), Sungai Penuh, Tambang Sawah Namora I Langit), Sungai Penuh, Tambang Sawah –– Hulu Hulu LLais, Lumut ais, Lumut 
Balai, Waypanas (termasuk Ulu Belu), Cibeureum Balai, Waypanas (termasuk Ulu Belu), Cibeureum –– Parabakti (G.Salak), Parabakti (G.Salak), 
PPaangalengan (termasuk Patuha, Wayang Windu, Cibuni), Kamojang ngalengan (termasuk Patuha, Wayang Windu, Cibuni), Kamojang 
(termasuk Darajat), Karaha (termasuk Darajat), Karaha ––Cakrabuana (termasuk Telaga Bodas), Dieng, Cakrabuana (termasuk Telaga Bodas), Dieng, 
IyangIyang--Argopuro, Tabanan (termasuk Bedugul), Lahendong (termasuk Argopuro, Tabanan (termasuk Bedugul), Lahendong (termasuk 
Tompaso), Kotamobagu, Tompaso), Kotamobagu, 
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1.3.  Kondisi Saat Ini (Lanjutan)1.3.  Kondisi Saat Ini (Lanjutan)

-- 18 18 WKP yang dikembalikan kepada Pemerintah tetapi telah dilakukan WKP yang dikembalikan kepada Pemerintah tetapi telah dilakukan 
eksplorasi oleh Pertamina:eksplorasi oleh Pertamina:

P.Weh (Sabang), Rantau Dadap, Seulawah,  Pusuk Bukit, Sorik MeraP.Weh (Sabang), Rantau Dadap, Seulawah,  Pusuk Bukit, Sorik Merapi, pi, 
Muaralaboh, Kerinci/Lempur, SuohMuaralaboh, Kerinci/Lempur, Suoh--Sekincau, G.RajabasSekincau, G.Rajabasaa, Kaldera Banten , Kaldera Banten 
(termasuk Batu Kuwung, Citaman, (termasuk Batu Kuwung, Citaman, -- G.Karang), CisolokG.Karang), Cisolok--Cisukarame, Cisukarame, 
G.Tangkuban Perahu, G.Ciremai, Ungaran, Telomoyo, NG.Tangkuban Perahu, G.Ciremai, Ungaran, Telomoyo, Nggebelebel--Wilis, Ijen, Wilis, Ijen, 
Ulumbu.Ulumbu.

-- Lapangan lain yang baru tahap ekplorasi awal Lapangan lain yang baru tahap ekplorasi awal dan dalam dan dalam inventory oleh inventory oleh 
Pertamina, pada saat ini telah dikembalikan kepada Pemerintah:Pertamina, pada saat ini telah dikembalikan kepada Pemerintah:

G.Geureudong, G.Kembar, SimbolonG.Geureudong, G.Kembar, Simbolon--Nainggolan, G.Talang, Sungai Nainggolan, G.Talang, Sungai 
Tenang, Sungai Betung, G.Kaca, Air Dikit, Marga Bayur, Bukit DauTenang, Sungai Betung, G.Kaca, Air Dikit, Marga Bayur, Bukit Daun, Ratai, n, Ratai, 
G.Endut, G.Gede G.Endut, G.Gede –– Pangrango, Mangunan, G.Slamet, HuPangrango, Mangunan, G.Slamet, Hu’’u u –– Daha, Daha, 
SukoriaSukoria--Mutubasa, Ili Muda, Oka Larantuka, IliMutubasa, Ili Muda, Oka Larantuka, Ili-- Labaleken, Bena Labaleken, Bena ––
Mataloko, Mengeboba, Bora, Bituang, Lainea, Tonga Wayana, TulehuMataloko, Mengeboba, Bora, Bituang, Lainea, Tonga Wayana, Tulehu, , 
Jailolo. Jailolo. 

Lapangan panas bumi yang siap di eksplorasi tambahan Lapangan panas bumi yang siap di eksplorasi tambahan dan dan diproses lelang diproses lelang dan dan 
potensial potensial untuk untuk diusahakan sebagai lapangan produksi adalah:diusahakan sebagai lapangan produksi adalah:

P.Weh (Sabang), Rantau Dadap, Seulawah,  Pusuk Bukit, Sorik MeraP.Weh (Sabang), Rantau Dadap, Seulawah,  Pusuk Bukit, Sorik Merapi, pi, 
Muaralaboh, Kerinci/Lempur, SuohMuaralaboh, Kerinci/Lempur, Suoh--Sekincau, G.RajabasSekincau, G.Rajabasaa, Kaldera Banten , Kaldera Banten 
(termasuk Batu Kuwung, Citaman, (termasuk Batu Kuwung, Citaman, -- G.Karang), CisolokG.Karang), Cisolok--Cisukarame, Cisukarame, 
G.Tangkuban Perahu, G.Ciremai, Ungaran, Telomoyo, NG.Tangkuban Perahu, G.Ciremai, Ungaran, Telomoyo, Nggebelebel--Wilis, Ijen, Wilis, Ijen, 
Ulumbu. Ulumbu. 
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1.3.  Kondisi Saat Ini 1.3.  Kondisi Saat Ini --LanjutanLanjutan

1.3.2 1.3.2 Pemanfaatan  Pemanfaatan  TidakTidak LangsungLangsung Panas Bumi Panas Bumi ((untuk  untuk  ListrikListrik)) ::

Lapangan panas bumi yang berproduksi/pengembangan saat ini adalaLapangan panas bumi yang berproduksi/pengembangan saat ini adalah lapangan yang h lapangan yang 
dioperasikan Pertamina baik sendiri dioperasikan Pertamina baik sendiri maupun maupun melalui Kerjasama Operasi melalui Kerjasama Operasi dalam dalam bentuk bentuk 
Kontrak Operasi Bersama (KOB) Kontrak Operasi Bersama (KOB) yang yang mengacumengacu kepadakepada KeppresKeppres 45/1991 45/1991 dandan 49/1991 49/1991 
dengandengan kapasitaskapasitas terpasangterpasang masingmasing--masingmasing untukuntuk :: PLTP Kamojang (140 MPLTP Kamojang (140 MWW), PLTP Darajat  ), PLTP Darajat  
(1(1445 M5 MWW), PLTP Wayang Windu (110 M), PLTP Wayang Windu (110 MWW), PLTP G. Salak (330 M), PLTP G. Salak (330 MWW), PLTP Dieng (60 M), PLTP Dieng (60 MWW), ), 
PLTP Lahendong (20 MPLTP Lahendong (20 MWW), ), dan dan Monoblok G. Sibayak (2 MMonoblok G. Sibayak (2 MWW)), total , total sebesarsebesar 807 MW;807 MW;
PengembanganPengembangan kapasitaskapasitas terpasangterpasang sesuaisesuai dengandengan komitmenkomitmen dalamdalam kontrakkontrak adalahadalah sebesarsebesar
3000 MW, 3000 MW, namunnamun belumbelum berjalanberjalan karenakarena terhambatterhambat oleholeh KeppresKeppres 39/1997 yang 39/1997 yang menundamenunda
dandan mengkajimengkaji kembalikembali beberapabeberapa proyekproyek listriklistrik swastaswasta sertaserta masihmasih diperlukannyadiperlukannya renegosiasirenegosiasi
untukuntuk realisasirealisasi KeppresKeppres 15/2002;15/2002;
BelumBelum adaada lapanganlapangan panasbumipanasbumi yang yang dikembangkandikembangkan setelahsetelah diterbitkannyaditerbitkannya KeppresKeppres
76/2000;76/2000;
PenerimaanPenerimaan negaranegara daridari pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi barubaru diperolehdiperoleh daridari PLTP PLTP KamojangKamojang, PLTP , PLTP 
G. G. SalakSalak dandan PLTP PLTP DarajatDarajat. . 

1.3.3 1.3.3 Pemanfaatan Pemanfaatan LangsungLangsung Panas Bumi :Panas Bumi :

BelumBelum adaada data data pemanfaatanpemanfaatan langsunglangsung yang yang tertatatertata dengandengan baikbaik;;
PemanfaatanPemanfaatan langsunglangsung lebihlebih banyakbanyak untukuntuk kepentingankepentingan pariwisata pariwisata yang yang dikeloladikelola daerahdaerah
masingmasing--masingmasing;;
PenelitianPenelitian pemanfaatanpemanfaatan langsunglangsung untukuntuk pembibitanpembibitan jamurjamur telahtelah dilakukandilakukan BPPT BPPT bekerjasamabekerjasama
dengandengan Pertamina Pertamina didi lapanganlapangan KamojangKamojang padapada tahuntahun 1999 1999 ––2000.2000.
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1.3.  Kondisi Saat Ini 1.3.  Kondisi Saat Ini --LanjutanLanjutan
1.3.4 1.3.4 IklimIklim InvestasiInvestasi::

StrukturStruktur biayabiaya penyediaanpenyediaan listriklistrik baikbaik daridari sumbersumber energienergi fosilfosil tidaktidak memperhitungkanmemperhitungkan unsurunsur
biayabiaya eksternaleksternal misalnyamisalnya lingkunganlingkungan dandan depletion premium; depletion premium; 
HargaHarga listriklistrik belumbelum mencerminkanmencerminkan hargaharga keekonomiannyakeekonomiannya;;
BelumBelum adaada kepastiankepastian hargaharga jualjual uapuap atauatau listriklistrik padapada tahaptahap sebelumsebelum eksplorasieksplorasi dandan eksploitasieksploitasi;;
InsentifInsentif yang yang diberikandiberikan antaraantara lain lain berupaberupa penundaanpenundaan PPN yang PPN yang berlakuberlaku sampaisampai tahuntahun 2000 2000 
dandan saatsaat iniini sudahsudah tidaktidak berlakuberlaku lagilagi. . BelumBelum adaada bentukbentuk InsentifInsentif lain lain untukuntuk pengusahaanpengusahaan panaspanas
bumibumi yang yang diberikandiberikan oleholeh pemerintahpemerintah pusatpusat dandan daerahdaerah setelahsetelah tahuntahun 2000;2000;
PenerimaanPenerimaan negaranegara sebesarsebesar 34% yang 34% yang berlakuberlaku padapada pengusahaanpengusahaan panaspanas bumibumi dapatdapat
meningkatkanmeningkatkan tingkattingkat pengembalianpengembalian modal modal padapada hargaharga terjangkauterjangkau oleholeh PLN PLN karenakarena adanyaadanya
kepastiankepastian ketentuanketentuan perpajakanperpajakan dalamdalam perhitunganperhitungan keekonomiankeekonomian proyekproyek;;
UU UU PanasPanas BumiBumi memberikanmemberikan peluangpeluang untukuntuk dapatdapat memperolehmemperoleh fasilitasfasilitas perpajakanperpajakan sesuaisesuai
peraturanperaturan perundanganperundangan yang yang berlakuberlaku untukuntuk memenuhimemenuhi keekonomiankeekonomian proyekproyek padapada hargaharga yang yang 
terjangkauterjangkau oleholeh konsumenkonsumen. Hal . Hal iniini perluperlu diantisipasidiantisipasi segerasegera oleholeh PemerintahPemerintah agar agar dapat  dapat  
memberikanmemberikan peluangpeluang meningkatkanmeningkatkan tingkattingkat pengembalianpengembalian modal modal padapada investor;investor;
TenggangTenggang waktuwaktu masamasa kontrakkontrak panasbumipanasbumi saatsaat iniini berlakuberlaku selamaselama 30 30 tahuntahun sejaksejak saatsaat operasioperasi
komersialkomersial; ; 
IUP IUP sesuaisesuai dengandengan UU 27/2003, UU 27/2003, menentukanmenentukan masamasa berlakuberlaku selamaselama 30 30 tahuntahun terhitungterhitung daridari
sejaksejak jangkajangka waktuwaktu eksplorasieksplorasi berakhirberakhir, yang , yang masihmasih mengandungmengandung resikoresiko jangkajangka waktuwaktu
pengusahaanpengusahaan karenakarena perhitunganperhitungan keekonomiankeekonomian dimulaidimulai sejaksejak listriklistrik dioperasikandioperasikan komersialkomersial
sedangkansedangkan pengembanganpengembangan panaspanas bumibumi dilakukandilakukan secarasecara bertahapbertahap. . UntukUntuk ituitu perluperlu diperjelasdiperjelas
dalamdalam peraturanperaturan pemerintahpemerintah;;
Investor Investor menginginkanmenginginkan kejelasankejelasan dandan kepastiankepastian hukumhukum atasatas dihormatinyadihormatinya kontrakkontrak
pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi yang yang sedangsedang berjalanberjalan dandan adanyaadanya kepastiankepastian jaminanjaminan pembayaranpembayaran
daridari konsumenkonsumen untukuntuk pengusahaanpengusahaan panaspanas bumibumi yang yang barubaru..



11

1.3.5 P1.3.5 Peraturan eraturan PPerundangerundang--undangan :undangan :

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah menjadBerdasarkan UU No. 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 18 Tahun i UU No. 18 Tahun 
2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan dan Jasa Jasa dan dan Pajak Penjualan Atas Barang Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah, peraturan perpajakan (penerimaan negara) terhadap pengusaMewah, peraturan perpajakan (penerimaan negara) terhadap pengusahaan panas bumi haan panas bumi 
tidak lagi mengacu kepada Keppres tidak lagi mengacu kepada Keppres No. No. 4949//19911991, , sehinggasehingga jumlahjumlah kewajibankewajiban pengusahapengusaha
yang yang dibayarkandibayarkan kepadakepada pemerintahpemerintah menjadimenjadi lebihlebih besarbesar daridari sebelumnyasebelumnya;;

UU No. 44 UU No. 44 PrpPrp TahunTahun 1960, UU No. 8/1971, UU No. 15/1985, 1960, UU No. 8/1971, UU No. 15/1985, KeppresKeppres 22/1981, 22/1981, KeppresKeppres
45/1991 45/1991 dandan KeppresKeppres 49/1991 49/1991 tentangtentang pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi untukuntuk tenagatenaga listrik listrik 
digunakandigunakan sebagaisebagai landasanlandasan kegiatankegiatan usahausaha panasbumipanasbumi yang yang sedangsedang berjalanberjalan;;

KeppresKeppres 76/2000 76/2000 tentangtentang pengusahaanpengusahaan sumberdayasumberdaya panasbumipanasbumi untukuntuk pembangkitanpembangkitan
tenagatenaga listriklistrik;;

UU No. 41 Tahun 2000 tentang UU No. 41 Tahun 2000 tentang KeKehutanhutanan an tidaktidak memperbolehkanmemperbolehkan kegiatankegiatan penambanganpenambangan
secarasecara terbukaterbuka didi wilayahwilayah hutanhutan lindunglindung;;

Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan dan Jasa yang Tidak Jasa yang Tidak 
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);;

1.3.  Kondisi Saat Ini 1.3.  Kondisi Saat Ini --LanjutanLanjutan
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1.3.5 P1.3.5 Peraturan eraturan PPerundangerundang--undangan :undangan :

Peraturan Pemerintah No. 4Peraturan Pemerintah No. 466 Tahun 200Tahun 20033 tentang tentang perubahanperubahan keduakedua atasatas PP No. 12/2001 PP No. 12/2001 
tentangtentang imporimpor dandan atauatau penyerahanpenyerahan bbarang arang kenakena pajakpajak tertentutertentu yang yang bersifatbersifat strategisstrategis
yang yang dibebaskandibebaskan daridari pengenaanpengenaan pajakpajak pertambahanpertambahan nilainilai;;

Penyediaan tenaga listrik dari panas bumi sepenuhnya mengacu kepPenyediaan tenaga listrik dari panas bumi sepenuhnya mengacu kepada UU ada UU NNomor 20/2002 omor 20/2002 
tentang ketenagalistrikantentang ketenagalistrikan;;

UU No. 22/2001 UU No. 22/2001 tentangtentang migasmigas dandan PeraturanPeraturan PemerintahPemerintah No. 31 No. 31 tahuntahun 2003 2003 tentangtentang
pengalihanpengalihan bentukbentuk Pertamina Pertamina menjadimenjadi perusahaanperusahaan perseroanperseroan;;

BelumBelum adaada peraturanperaturan pelaksanaanpelaksanaan daridari UndangUndang UndangUndang 20/2002 20/2002 antaraantara lain lain tentangtentang IUPL IUPL 
((IjinIjin UsahaUsaha PenyediaanPenyediaan TenagaTenaga ListrikListrik) ) dandan IO (IO (IjinIjin OperasiOperasi) ) dandan hargaharga jualjual tenagatenaga listriklistrik;;

BelumBelum adaada peraturanperaturan pelaksanaanpelaksanaan daridari UndangUndang UndangUndang 27/2003;27/2003;

KepmenKepmen No. 667K/11/MEM/2002 No. 667K/11/MEM/2002 tentangtentang PenugasanPenugasan KepadaKepada DJGSM DJGSM dandan DJLPE DJLPE DalamDalam
PengusahaanPengusahaan PanasPanas BumiBumi UntukUntuk PembangkitanPembangkitan TenagaTenaga ListrikListrik..

1.3.  Kondisi Saat Ini 1.3.  Kondisi Saat Ini --LanjutanLanjutan
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STATUS PENGUSAHAAN DAN KONTRAK PANAS BUMISTATUS PENGUSAHAAN DAN KONTRAK PANAS BUMISTATUS PENGUSAHAAN DAN KONTRAK PANAS BUMI

33860860807807TOTAL KAPASITASTOTAL KAPASITAS

1201202219961996SIBAYAKSIBAYAK1111

220220--19951995BEDUGULBEDUGUL1010

2020--19941994CIBUNICIBUNI99

40040011011019941994W.WINDUW.WINDU88

220220--19941994KARAHAKARAHA77

220220--19941994PATUHAPATUHA66

220220606019941994DIENGDIENG55

330330--19931993SARULLASARULLA44

5005003303301982/941982/94SALAKSALAK33

3303301451451984/951984/95DARAJATDARAJAT22

40040014014019197878/95/95KAMOJANGKAMOJANG11

Total Total KapasitasKapasitasTHN 2002THN 2002Dimulai Dimulai LAPANGANLAPANGAN
KAPASITAS, KAPASITAS, MWeMWeTAHUNTAHUNNAMANAMA

NONO

TERPASANG/BEROPERASI TERPASANG/BELUM BEROPERASI

200200202019961996LAHENDONGLAHENDONG1212

STATUSSTATUS

60 MW TERHENTI60 MW TERHENTI

RENEGO/SELESAIRENEGO/SELESAI

RENEGO/SELESAIRENEGO/SELESAI

TERHENTI/RENEGOTERHENTI/RENEGO

TAKE OVER TAKE OVER 

RENEGO/TAKE OVERRENEGO/TAKE OVER

TERHENTI/LITIGASITERHENTI/LITIGASI

TAKE OVER TAKE OVER 

TERHENTITERHENTI

TERHENTITERHENTI

RENEGORENEGO

RENEGO + AN 40 MWRENEGO + AN 40 MW

330330--19919911ULUBELUULUBELU1133

330330--19961996LUMUT BALAILUMUT BALAI1212
RENEGORENEGO

RENEGORENEGO
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11931193
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6060
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190190
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110110
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110110
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220220
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anan
s/d 2008s/d 2008

54915491
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6060

1616

185185

200200

400400

400400

400400

300300
450450

2020
400400
400400

500500

330330

400400

10001000

120120

PotensiPotensi
(JOC*/(JOC*/PengusahaanPengusahaan))

00PLNPLNULUMBUULUMBU1818

00PLNPLNMATALOKOMATALOKO1717

6060PERTAMINAPERTAMINAKOTAMOBAGU*KOTAMOBAGU*1515

00PLNPLNTULEHUTULEHU1616

PERTAMINAPERTAMINA

BUMI BALIBUMI BALI

PERTAMINAPERTAMINA

GEODIPAGEODIPA
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202060602020LAHENDONG*LAHENDONG*1414

00400400TABANAN, BALI (BEDUGUL)*TABANAN, BALI (BEDUGUL)*1313

5555IYANG, ARGOPURO*IYANG, ARGOPURO*1212

60604004006060DTT. DIENG*DTT. DIENG*1111

00400400KARAHA, CAKRABUANA*KARAHA, CAKRABUANA*1010

00
00

260260
330330

140140
145145

KAMOJANGKAMOJANG--DARAJAT*DARAJAT*
KAMOJANGKAMOJANG
DARAJATDARAJAT

99

00
00
00

1010
400400
400400110110

PANGALENGAN*PANGALENGAN*
KAWAH CIBUNI KAWAH CIBUNI 
GUNUNG PATUHAGUNUNG PATUHA
WAYANG WINDUWAYANG WINDU

88

00495495330330CIBEUREUMCIBEUREUM--PARABAKTI* (SALAK)PARABAKTI* (SALAK)77

5555WAYPANAS (ULU BELU)*WAYPANAS (ULU BELU)*66

110110LUMUT BALAI*LUMUT BALAI*55

5555HULULAISHULULAIS--TAMBANG SAWAH*TAMBANG SAWAH*44

5555SUNGAIPENUH*SUNGAIPENUH*33

110110330330SIBUALSIBUAL--BUALI (SARULA)*BUALI (SARULA)*22

202012012022SIBAYAK *SIBAYAK *11

RencanaRencana
PengembangPengembang

anan
s/d 2016s/d 2016

ESCESCProduksiProduksiWKPWKPNo.No.

Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi (Existing Project)Lampiran 3
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1.4.  Lingkungan Strategis1.4.  Lingkungan Strategis

Dengan adanya UU NO. 22 Tahun 1999, Dengan adanya UU NO. 22 Tahun 1999, PPPP No. 25 Tahun 2000No. 25 Tahun 2000,, daerah mempunyai fungsi daerah mempunyai fungsi 
dan dan kewenangan di sektor ketenagalistrikan kewenangan di sektor ketenagalistrikan dalam dalam hal: (a) hal: (a) Perumusan kebijakan Perumusan kebijakan dan dan 
pembinaan; (b) Pengaturan pembinaan; (b) Pengaturan dan dan Pengawasan; (c) Perizinan; (d) Pengembangan listrik Pengawasan; (c) Perizinan; (d) Pengembangan listrik 
pedesaan pedesaan dan dan penetapan subsidi; penetapan subsidi; 

UU No. 20/2002 UU No. 20/2002 tentangtentang ketenagalistrikanketenagalistrikan mengamanatkanmengamanatkan restrukturisasirestrukturisasi sektorsektor
ketenagalistrikanketenagalistrikan; (a) ; (a) pengutamaanpengutamaan energienergi setempatsetempat dandan energienergi terbarukanterbarukan (b) (b) 
penyusunanpenyusunan RUKN yang RUKN yang dilandasidilandasi oleholeh RUKD (c) RUKD (c) memungkinkanmemungkinkan tariftarif regional (d) regional (d) adanyaadanya
kewenangankewenangan daerahdaerah untukuntuk mengeluarkanmengeluarkan IUPL; IUPL; 

AdanyaAdanya tekanantekanan global global mengenaimengenai isuisu lingkunganlingkungan antaraantara lain plain penerapan enerapan Kyoto ProtocolKyoto Protocol
dapat memberikan kesempatan dapat memberikan kesempatan untuk untuk pengembangan pengembangan energi energi baru baru dandan terbarukan terbarukan dan dan 
sejalan dengan pemberlakuan batasan emisi yang semakin ketatsejalan dengan pemberlakuan batasan emisi yang semakin ketat..

DayaDaya tariktarik investasiinvestasi didi negaranegara--negaranegara lain lain lebihlebih menarikmenarik..

DoronganDorongan global global untukuntuk menerapkanmenerapkan mekanismemekanisme pasarpasar ((pencabutanpencabutan subsidisubsidi BBM BBM dandan
listriklistrik).).
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1.5.  Identifikasi Permasalahan1.5.  Identifikasi Permasalahan

1.5.1. Kekuatan:
Potensi sumber daya panas bumi Indonesia diperkirakan setara dengan 27.189 27.189 MweMwe;;
Sumber daya panas bumi merupakan sumber energi terbarukan sehingga pemanfaatannya bisa 
berkelanjutan;
Energi panas bumi berpeluang untuk mendapatkan dana karbon kredit;
Dukungan UU No. 20/2002, UU No. 27/2003 dan PP No. 31 tahun 2003;
Pengusahaan panas bumi bukan termasuk kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka, 
sehingga memungkinkan pengusahaan di kawasan hutan lindung;
Lokasi potensi panas bumi dapat dikembangkan menjadi daerah wisata;
Kegiatan pemanfaatan panas bumi sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan;
Pengembangan panas bumi bisa dilakukan secara bertahap unit demi unit.

1.5.2. Kelemahan:
Saat ini harga listrik panas bumi relatif belum kompetitif dibandingkan dengan harga listrik dari energi 
lainnya karena harga listrik energi lainnya belum memperhitungkan tambahan biaya eksternal (biaya
lingkungan, depletion premium, dan lainnya);
Pada umumnya potensi panas bumi di daerah yang mempunyai keterbatasan infrastruktur di daerah;
Belum adanya peraturan pelaksanaan dari UU No. 20/2002 dan UU No. 27/2003, sehingga belum ada
kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai pengelolaan panas bumi serta
menimbulkan kekhawatiran masih terjadinya monopoli;
Panas Bumi bersifat site specific sehingga pemanfaatannya setempat, tidak dapat diperjualbelikan sebagai
komoditas sebelum dikonversikan menjadi energi listrik; 
Pengusahaan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik harus memperhatikan resiko tinggi dari
eksplorasi dan eksploitasi.
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1.5.3. Peluang:

Pemanfaatan panasbumi dapat mengurangi devisa dari pemanfaatan energi fosil khususnya BBM yang dapat meningkatkan 
ketahanan dalam negri.
Adanya krisis listrik dan pertumbuhan permintaan listrik di sekitar daerah yang mempunyai potensi panas bumi;
Masih besarnya ketergantungan terhadap BBM yang menyebabkan masalah keamanan pasokan energi nasional; 
Pertumbuhan kebutuhan sektor agro bisnis dan wisata yang menjadi perhatian Indonesia menjadi peluang bagi panas bumi
untuk bisa mengupayakan pemanfaatan langsung panasbumi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan agro-bisnis 
dan wisata sesuai dengan kondisi setempat;
Komitmen dunia sesuai dengan Kyoto Protokol untuk mengurangi emisi CO2 dapat dimanfaatkan pembangkit listrik tenaga 
panas bumi untuk mengurangi emisi yang signifikan hingga tahun 2020. 
Kompetensi SDM dan kemampuan teknologi nasional selama lebih dari 25 tahun pengembangan panas bumi dapat menjadi
modal dalam pemanfaatan panas bumi di Indonesia.
Potensi panasbumi Indonesia yang merupakan yang terbesar di dunia dapat dijadikan sebagai peluang menjadikan Indonesia 
sebagai center of excellent di bidang panas bumi yang dapat menjadi pusat perhatian bagi investasi, SDM dan teknologi.
Penerapan otonomi daerah melalui UU NO. 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusun
perencaan dan kebijakan energi daerah;
UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi peluang kepada daerah untuk menentukan sistim 
ketenagalistrikannya pada wilayah non-kompetisi off grid;
Amanat UU No. 20/2002 untuk memprioritaskan pemanfaatan energi setempat dan terbarukan;
Tekanan global mengenai lingkungan hidup mendorong pengembangan pemakaian energi baru dan terbarukan termasuk
panas bumi melalui rangsangan insentif;
Dengan adanya kepastian hukum dapat mengembalikan kepercayaan investor;

1.5.  Identifikasi Permasalahan 1.5.  Identifikasi Permasalahan --LanjutanLanjutan
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1.5.4. Ancaman:

Tidak adanya perlakuan khusus pada pengusahaan panasbumi untuk masuk dalam wilayah
kompetisi; 
Penerapan pajak berdasarkan UU No. 11 Tahun 1994 pelaksanaan khusus tidak berlaku lagi 
sebagaimana diatur pada Keppres No. 76 Tahun 2000;
Belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, khususnya di daerah;
Investasi di industri panasbumi kurang diminati karena tingkat pengembalian modal yang 
rendah dan tidak pasti;
Pola pengusahaan panasbumi yang belum bankable;
Kemungkinan munculnya peraturan-peraturan daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan
panasbumi;
Kesulitan untuk mewujudkan tarif listrik yang menarik bagi pengembangan panasbumi.
Pengembangan energi panasbumi adalah bisnis yang sarat akan dana, dengan pengeluaran
terbesar dilakukan sebelum pembangkit berproduksi;

Risiko terbesar dalam panasbumi adalah pembuktian akan ada atau tidaknya suatu reservoir 
aktif, dan langkah ini membutuhkan kegiatan pengeboran dan pengetesan sumur yang 
ekstensif untuk mengidentifikasi area yang produktif dari lapangan tersebut; 

Resiko lain adalah kepastian pemanfaatan panasbumi setelah cadangannya ditemukan.

1.5.  Identifikasi Permasalahan 1.5.  Identifikasi Permasalahan --LanjutanLanjutan
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1.5.4. 1.5.4. Ancaman:Ancaman:

ResikoResiko besarbesar daridari proyekproyek panasbumipanasbumi yang lain yang lain adalahadalah faktorfaktor resikoresiko suatusuatu Negara, yang Negara, yang menyangkutmenyangkut, , 
keadaankeadaan institusionalinstitusional, legal, , legal, kebijakankebijakan, , politikpolitik dandan masalahmasalah perekonomianperekonomian. . 

PengusahaanPengusahaan panasbumipanasbumi untukuntuk listrik  sebagailistrik  sebagai satusatu paketpaket masihmasih belumbelum jelasjelas diaturdiatur dalamdalam PP PP atauatau KeppresKeppres..

Tax incentive Tax incentive dimungkinkandimungkinkan tetapitetapi akanakan mendapatmendapat tantangantantangan yang yang luasluas daridari sektorsektor perpajakanperpajakan dandan iniini
memerlukanmemerlukan upayaupaya yang yang khususkhusus daridari departemendepartemen teknisteknis..

TeknologiTeknologi dandan kemapuankemapuan memeliharamemelihara existing geothermal projects yang existing geothermal projects yang adaada agar agar dapatdapat berkelanjutanberkelanjutan

BanyaknyaBanyaknya infrastrukturinfrastruktur yang yang tidaktidak tersediatersedia didaerah terpencildidaerah terpencil disekitardisekitar prospekprospek panasbumipanasbumi yang yang 
memungkinkanmemungkinkan dikembangkandikembangkan..

BelumBelum adanyaadanya kebijakankebijakan yang yang menghargaimenghargai green green energienergi dalamdalam pemanfaatanpemanfaatan energienergi didi IndonesiaIndonesia

KeinginnanKeinginnan nasionalnasional untukuntuk memanfaatkanmemanfaatkan SDM SDM dandan kemampuankemampuan teknologiteknologi nasionalnasional yang yang membutuhkanmembutuhkan
upayaupaya peningkatanpeningkatan kompetensikompetensi yang yang berkesinambunganberkesinambungan..

Tidak adanya kebijakan harga energi untuk menempatkan persaiangaTidak adanya kebijakan harga energi untuk menempatkan persaiangan harga secara proporsional diantara n harga secara proporsional diantara 
sumber energi primer Indonesia. sumber energi primer Indonesia. 

1.5.  Identifikasi Permasalahan 1.5.  Identifikasi Permasalahan --LanjutanLanjutan
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1.6.  Arah 1.6.  Arah dan dan Kecenderungan.Kecenderungan.

DihapuskannyaDihapuskannya ssubsidi ubsidi hargaharga BBM BBM dan dan TDLTDL secarasecara bertahapbertahap untukuntuk mencapaimencapai harga BBM harga BBM 
dan dan TDL TDL yang yang sesuaisesuai hargaharga pasarpasar sepenuhnyasepenuhnya;;
Kecenderungan diversifikasi pemakaian Kecenderungan diversifikasi pemakaian energi energi mengarah kemengarah ke eenergi nergi llistrik sehinggaistrik sehingga
pertumbuhanpertumbuhan permintaanpermintaan listriklistrik padapada tahuntahun--tahuntahun mendatangmendatang akanakan meningkatmeningkat;;
PeningkatanPeningkatan rrasio asio eelektrifikasi lektrifikasi daridari 52 52 persenpersen padapada tahuntahun 2002 2002 menjadimenjadi 90 90 persenpersen padapada
tahuntahun 2020, 2020, membutuhkanmembutuhkan tambahantambahan dayadaya terpasangterpasang yang yang lebihlebih besarbesar;;
PerencanaanPerencanaan dandan kebijakankebijakan energienergi daerahdaerah mengarahmengarah kepadakepada pemanfaatanpemanfaatan potensipotensi energienergi
barubaru dandan terbarukanterbarukan yang yang tersediatersedia;;
PenguranganPengurangan pemakaianpemakaian BBM BBM untukuntuk pembangkitanpembangkitan tenaga listriktenaga listrik.;.;
PolaPola pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi melaluimelalui kemitraankemitraan dengandengan perusahaanperusahaan daerahdaerah;;
PemanfaatanPemanfaatan teknologiteknologi bersihbersih lingkunganlingkungan;;
KebutuhanKebutuhan pemanfaatanpemanfaatan data base data base dalamdalam pengusahaanpengusahaan dandan pemanfaatanpemanfaatan panasbumipanasbumi yang yang 
mudahmudah diaksesdiakses;;
PolaPola investasiinvestasi yang yang memakaimemakai danadana daridari dalamdalam negerinegeri, , dengandengan sistimsistim pendanaanpendanaan equity equity atauatau
project financing, payment security project financing, payment security antaraantara lain lain melaluimelalui asuransiasuransi, power bonds; , power bonds; 
PerlunyaPerlunya pembentukanpembentukan suatusuatu badanbadan yang yang berfungsiberfungsi sebagaisebagai pembinapembina dandan pengawaspengawas
pelaksanaanpelaksanaan apabilaapabila pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi sudahsudah berkembangberkembang;;
AdaAda mekanismemekanisme penyelesaianpenyelesaian perselisihanperselisihan secarasecara winwin--win solution.win solution.
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1.7. 1.7. KebijakanKebijakan Yang Yang BerlakuBerlaku
((UntukUntuk PengusahaanPengusahaan dandan KontrakKontrak Yang Yang SedangSedang BerjalanBerjalan))

PengembanganPengembangan panasbumipanasbumi mengacumengacu kepadakepada KUBE, KUBE, namunnamun pelaksanaannyapelaksanaannya tidaktidak
konsistenkonsisten;;
MemberikanMemberikan kemudahankemudahan melaluimelalui fasilitasfasilitas perpajakanperpajakan khususkhusus;;
PengusahaanPengusahaan panasbumipanasbumi berdasarkanberdasarkan kuasakuasa usahausaha pertambanganpertambangan (KP) (KP) padapada Pertamina Pertamina 
dandan dilakukandilakukan sendirisendiri atauatau bermitrabermitra dengandengan polapola KOB;KOB;
PolaPola pengusahaanpengusahaan dapatdapat dilakukandilakukan dengandengan sistemsistem ““Total ProjectTotal Project””;;
PenjualanPenjualan panasbumipanasbumi bisabisa dalamdalam bentukbentuk uapuap (SSC) (SSC) atauatau tenagatenaga listriklistrik (ESC);(ESC);
BebasBebas beabea masukmasuk untukuntuk peralatanperalatan yang yang digunakandigunakan untukuntuk menunjangmenunjang operasioperasi
pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi;;
PembinaanPembinaan dandan pengawasanpengawasan dilakukandilakukan oleholeh Pertamina;Pertamina;
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Visi :Visi :

Sumber daya panas bumi menjadi Sumber daya panas bumi menjadi energienergi pilihan diantara aneka ragam pilihan diantara aneka ragam sumber energi sumber energi 
nasional yang tersedia nasional yang tersedia untuk untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Misi :Misi :

Mengatur potensi Mengatur potensi sumber sumber daya panas bumi Indonesia yang sangat besar cadangan daya panas bumi Indonesia yang sangat besar cadangan dan dan 
manfaatnya sebagai manfaatnya sebagai sumber sumber daya alam yang terbarukan daya alam yang terbarukan dan dan ramah lingkungan ramah lingkungan dan dan 
mengoptimalkan kemampuannya mengoptimalkan kemampuannya untuk untuk memberi nilai tambah guna mendukung realisasi memberi nilai tambah guna mendukung realisasi 
kesejahteraan rakyat Indonesiakesejahteraan rakyat Indonesia..

MendukungMendukung upayaupaya--upayaupaya pemanfaatanpemanfaatan panasbumipanasbumi sebesarsebesar 6000 MW 6000 MW padapada
tahuntahun 2020.2020.

MempersiapkanMempersiapkan sumbersumber dayadaya pendukungpendukung sepertiseperti pendanaanpendanaan, , teknologiteknologi, , dandan
sumbersumber dayadaya manusiamanusia;;

MenjadikanMenjadikan Indonesia Indonesia sebagaisebagai pusatpusat pengembanganpengembangan panasbumipanasbumi..

2.1. Visi 2.1. Visi dandan MisiMisi
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PeningkatanPeningkatan pemakaian panas bumi pemakaian panas bumi untuk untuk pembangkit tenaga listrik, peran panas bumi pembangkit tenaga listrik, peran panas bumi dalam dalam EEnergy Mixnergy Mix nasional akan nasional akan 
meningkat sekurangmeningkat sekurang--kurangnya 3% pada tahun 2020, sehingga kapasitas terpasang kurangnya 3% pada tahun 2020, sehingga kapasitas terpasang dapatdapat menmencapaicapai 6,6,00 Gw;Gw;

PeningkatanPeningkatan pemanfaatanpemanfaatan langsunglangsung panasbumipanasbumi untukuntuk menunjangmenunjang sektorsektor agro agro bisnisbisnis dandan wisatawisata termasuktermasuk mempergunakanmempergunakan
hasilhasil sampingansampingan daridari pemanfaatanpemanfaatan tidaktidak langsunglangsung;;

PeningkatanPeningkatan kemampuankemampuan kelembagaankelembagaan dalamdalam penyelenggaraanpenyelenggaraan pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi

Masuknya investasi baru Masuknya investasi baru dalam dalam pengusahaan panas bumi baik dari pengusahaan panas bumi baik dari dalam maupun dalam maupun dari luar negeri dari luar negeri untuk untuk memenuhi memenuhi 
rencana pengembangan kapasitas PLTPrencana pengembangan kapasitas PLTP,, setidaksetidak--tidaknya tidaknya mencapaimencapai US $ 6 US $ 6 miliarmiliar ppada tahun ada tahun 2020;2020;

OptimalisasiOptimalisasi upayaupaya untukuntuk mendapatkanmendapatkan insentifinsentif bagibagi pengembanganpengembangan panasbumipanasbumi antaraantara lain lain penggunaanpenggunaan danadana CDM, CDM, dandan
fasilitasfasilitas perpajakanperpajakan sesuaisesuai dengandengan peraturanperaturan perundanganperundangan yang yang berlakuberlaku;;

PenguranganPengurangan emisi CO2 dari pembangkit listrik sehingga pada tahun 2020 setidemisi CO2 dari pembangkit listrik sehingga pada tahun 2020 setidakak--tidaknya terjadi pengurangan emisi tidaknya terjadi pengurangan emisi 
sebesar sebesar setarasetara 50 Juta Ton50 Juta Ton ;;

PeningkatanPeningkatan kompetensikompetensi dandan pemberdayaanpemberdayaan SDM SDM sertaserta kemampuankemampuan teknologiteknologi nasionalnasional sertaserta pemanfaatanpemanfaatan barangbarang dandan jasajasa
nasionalnasional dalamdalam upayaupaya untukuntuk mencapaimencapai kemandiriankemandirian

TersedianyaTersedianya perangkatperangkat regulasiregulasi termasuktermasuk didalamnya pemberiandidalamnya pemberian insentifinsentif untukuntuk pengembanganpengembangan dandan pengusahaanpengusahaan
panasbumipanasbumi sesuaisesuai dengandengan tuntutantuntutan kebutuhankebutuhan..

PemastianPemastian bahwabahwa proyekproyek-- proyekproyek yang yang sedangsedang berjalanberjalan tetaptetap dihormatidihormati sesuaisesuai dengandengan esensiesensi kontrakkontrak yang yang sudahsudah
disepakatidisepakati. . 
PeningkatanPeningkatan iklimiklim investasiinvestasi didi bidangbidang panasbumipanasbumi yang yang lebihlebih kondusifkondusif;;

2.2.22.  Sasaran.  Sasaran
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KEN 
“Energi terbarukan 5% 

dari Energy-Mix”

2004 2020

3442 MW807 MW 
(produksi)

6000 MW
(target)

RENCANA PENGEMBANGAN PANAS BUMI S/D  2020

1193 MW WKP 
yang ada

2000 MW

1158 MW 
WKP yang ada 

+ WKP baru

4600 MW

2008 2012 2016

1442 MW WKP 
yang ada

1400 MW 
WKP baru
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MeMenynyediakanediakan peta kepeta kebutuhanbutuhan energienergi dandan petapeta potensipotensi panasbumipanasbumi pada setiap daerah.pada setiap daerah.

MeningkatkanMeningkatkan peranperan panasbumipanasbumi dalamdalam energienergi mix yang mix yang tertuangtertuang dalamdalam RUKDRUKD

MenetapkanMenetapkan kelembagaankelembagaan disetiapdisetiap daerahdaerah dengandengan memanfaatkanmemanfaatkan kelembagaankelembagaan yang yang sudahsudah adaada dandan
melakukanmelakukan program program pemberdayaanpemberdayaan..

MelakukanMelakukan survey survey pendahuluanpendahuluan dandan meningkatkanmeningkatkan kegiatankegiatan eksplorasieksplorasi oleholeh pemerintahpemerintah untukuntuk mendatamendata
potensipotensi dandan penyiapanpenyiapan wilayahwilayah kerjakerja PanasPanas BumiBumi. . 

PenyediaanPenyediaan sistemsistem informasiinformasi manajemenmanajemen panasbumipanasbumi didi Indonesia yang Indonesia yang terintegrasiterintegrasi antaraantara pusatpusat dandan
daerahdaerah;;

MenyederhanakanMenyederhanakan dandan mengefisienkanmengefisienkan proses proses perijinanperijinan, , baikbaik ditingkatditingkat pusat maupunpusat maupun daerahdaerah, , untukuntuk
meningkatkanmeningkatkan efisiensiefisiensi proyekproyek..

MenciptakanMenciptakan iklimiklim usahausaha yang yang kondusifkondusif antaraantara lain lain melaluimelalui konsistensikonsistensi rejimrejim fiskalfiskal dandan peraturanperaturan--
peraturanperaturan yang yang terkaitterkait sertaserta menghormatimenghormati kontrakkontrak--kontrakkontrak yang yang sedangsedang berjalanberjalan sesuaisesuai dengandengan aturanaturan--
peraturanperaturan yang yang melandasinyamelandasinya..

MenciptakanMenciptakan dayadaya saingsaing pengusahaanpengusahaan panaspanas bumibumi dengandengan mendorongmendorong konsistensikonsistensi pelaksanaanpelaksanaan
penghapusanpenghapusan subsidisubsidi BBM BBM dandan listriklistrik, , masuknyamasuknya biayabiaya lingkunganlingkungan (CDM, depletion premium, (CDM, depletion premium, dlldll) ) dandan
melaluimelalui pemberianpemberian paketpaket insentifinsentif bilabila diperlukandiperlukan..
MeningkatkanMeningkatkan ppenguasaanenguasaan teknologiteknologi untukuntuk eksplorasieksplorasi, , eksploitasieksploitasi, , produksiproduksi dandan pemanfaatanpemanfaatan..

2.2.3.3. StrategiStrategi PengembanganPengembangan..
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MembangunMembangun kerjasamakerjasama industriindustri dengandengan PerguruanPerguruan TinggiTinggi dandan lembagalembaga LitbangLitbang untukuntuk
meningkatkanmeningkatkan kompetensikompetensi dandan pemberdayaanpemberdayaan sertaserta program program sertifikasisertifikasi kompetensikompetensi SDM;SDM;

MengoptimalkanMengoptimalkan proses proses kegiatankegiatan usahausaha eksplorasieksplorasi, , eksploitasieksploitasi sampaisampai dengandengan
pemanfaatannyapemanfaatannya untukuntuk tenagatenaga listriklistrik dengandengan mensinergikanmensinergikan pelaksanaanpelaksanaan ketentuanketentuan dalamdalam
UndangUndang--UndangUndang No. 20 No. 20 TahunTahun 2002 2002 tentangtentang KetenagalistrikanKetenagalistrikan dandan UndangUndang--UndangUndang No. 27 No. 27 
TahunTahun 2003 2003 tentangtentang PanasPanas BumiBumi..

MenegaskanMenegaskan keberadaankeberadaan proyekproyek--proyekproyek panasbumipanasbumi yang yang sedangsedang berjalanberjalan untukuntuk tetaptetap
dihormatidihormati sesuaisesuai dengandengan kontrakkontrak yang yang sudahsudah disepakatidisepakati. . 

PemerintahPemerintah dandan pemerintah daerahpemerintah daerah membantumembantu pelaksanaanpelaksanaan program program infrastrukturinfrastruktur yang yang 
dibutuhkan dibutuhkan untuk untuk pengembanganpengembangan panas bumi;panas bumi;
MendorongMendorong pemanfaatanpemanfaatan barangbarang dandan jasajasa sertaserta kemampuankemampuan rekayasarekayasa dandan rancangrancang bangunbangun
dalamdalam negerinegeri secarasecara transparantransparan dandan bersaingbersaing;;
MeningkatkanMeningkatkan pemanfaatanpemanfaatan langsunglangsung panas bumi untuk panas bumi untuk kegiatankegiatan usahausaha antaraantara lainlain
agrobisnisagrobisnis dandan paripariwisatawisata;;
MengembangkanMengembangkan pengusahaanpengusahaan panaspanas bumibumi untukuntuk pemanfaatanpemanfaatan langsunglangsung sebagaisebagai kegiatankegiatan
usahausaha komplementerkomplementer pemanfaatanpemanfaatan panaspanas bumibumi untukuntuk pembangkitpembangkit tenagatenaga listriklistrik;;
MerumuskanMerumuskan tatatata caracara dandan syaratsyarat--syaratsyarat mengenaimengenai penawaranpenawaran prosedurprosedur, , penyiapanpenyiapan
dokumendokumen lelanglelang dandan pelaksanaanpelaksanaan lelang lelang yang yang jelasjelas, , menarikmenarik dandan dapatdapat dilaksanakandilaksanakan untukuntuk
menawarkanmenawarkan WilayahWilayah KerjaKerja (WK) (WK) kepadakepada BadanBadan UsahaUsaha;;

2.2.3.3. StrategiStrategi PengembanganPengembangan. (. (LanjutanLanjutan))
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MenyMenyiapkaniapkan rancangan peraturan rancangan peraturan pelaksanaanpelaksanaan UU Panas BumiUU Panas Bumi
yang yang dapatdapat dilaksanakandilaksanakan, , jelasjelas dandan dapatdapat menarikmenarik investasiinvestasi
dengandengan melibatkanmelibatkan stakeholder (Public Hearing)stakeholder (Public Hearing);;

Menyamakan persepsi tentang strategi pengembanganMenyamakan persepsi tentang strategi pengembangan;;

MendorongMendorong pemanfaatanpemanfaatan barangbarang dandan jasajasa sertaserta kemampuankemampuan
rekayasarekayasa dandan rancangrancang bangunbangun dalamdalam negerinegeri secarasecara transparantransparan
dandan bersaingbersaing;;

MenunjukMenunjuk badanbadan independenindependen atauatau lembagalembaga pemerintahpemerintah yang yang 
berwenangberwenang dalamdalam penyelesaianpenyelesaian perselisihanperselisihan yang yang terjaditerjadi antaraantara
parapara pelakupelaku; ; 

3.3.11. Langkah Kebijakan Umum. Langkah Kebijakan Umum
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MenyusunMenyusun pedomanpedoman dandan polapola tetaptetap untukuntuk pengembanganpengembangan pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi yang yang berkesinambunganberkesinambungan daridari
2004 s.d. 2020, 2004 s.d. 2020, sebagaisebagai kebijakankebijakan pelaksanaanpelaksanaan teknisteknis UU No. 27 UU No. 27 TahunTahun 2003 2003 tentangtentang panasbumipanasbumi dandan sebagaisebagai
acuanacuan untukuntuk penyusunanpenyusunan peraturanperaturan perundangperundang--undanganundangan pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi;;

MenciptakanMenciptakan kepastiankepastian hukumhukum dandan iklimiklim investasiinvestasi yang yang menarikmenarik padapada pengembanganpengembangan panasbumipanasbumi, , dengandengan
secepatnyasecepatnya melengkapimelengkapi perangkatperangkat regulasiregulasi dengandengan melibatkanmelibatkan stakeholder;stakeholder;

MenghormatiMenghormati kontrakkontrak--kontrakkontrak yang yang berjalanberjalan sesuaisesuai dengandengan esensiesensi kontrakkontrak yang yang sudahsudah disepakatidisepakati;;

SinkronisasiSinkronisasi peraturanperaturan perundangperundang--undanganundangan yang yang terkaitterkait dengandengan pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi;;

PembagianPembagian kewenangankewenangan pengembanganpengembangan panasbumipanasbumi didasarkandidasarkan atasatas lokasilokasi wilayahwilayah kerjakerja panasbumipanasbumi;;

MemberikanMemberikan kewenangankewenangan yang yang lebihlebih besarbesar kepadakepada daerahdaerah untukuntuk berperanberperan dalamdalam pengembanganpengembangan panasbumipanasbumi
setempatsetempat;;

PemerintahPemerintah dapatdapat melakukanmelakukan kegiatankegiatan eksplorasieksplorasi sampaisampai dengandengan penemuanpenemuan perkiraanperkiraan potensipotensi;;

KegiatanKegiatan eksplorasieksplorasi yang yang dilakukandilakukan oleholeh pemerintahpemerintah diarahkandiarahkan untukuntuk daerahdaerah--daerahdaerah terpencilterpencil atauatau yang yang tidaktidak
menarikmenarik bagibagi investor;investor;

Membuka peluang pola pengusahaan terintegrasi vertikal dari mulai eksploitasi uap, dan pembangkitan tenaga 
listrik pada wilayah non-kompetisi dan off grid, sedangkan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi 
diberikan kesempatan kepada daerah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2002;

Merumuskan dan menetapkan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang transparan, jelas dan menarik 
bagi pengusahaan panasbumi.

3.2. 3.2. LangkahLangkah KebijakanKebijakan PengusahaanPengusahaan PanasPanas BumiBumi
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3.2.1 3.2.1 AlurAlur ProsesProses KegiatanKegiatan OperasionalOperasional dandan PengusahaanPengusahaan PanasPanas
BumiBumi

MenurutMenurut UU 27/2003UU 27/2003

POTENSI ENERGI
PANASBUMI

SURVAI 
PENDAHULUAN

STUDI 
KELAYAKAN EKSPLOITASI

LANGSUNG  

MINERAL 
IKUTAN

LISTRIK

PEMANFAATAN
PANASBUMI

OPTIMAL

SDM, TEKNOLOGI, PERUNDANGAN

DATA DAN INFORMASI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANASBUMI
IUPU

PERDA

IUPL

PENUGASAN

BADAN USAHA MILIK NEGARA,

BUMD, SWASTA, KOPERASI

PEMERINTAH/
PEMDA/
SWASTA

EKSPLORASI

PEMERINTAH/
BADAN USAHA

(IUP)

LELANG WKP LELANG WKP
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3.2.2. 3.2.2. AlurAlur ProsesProses PengusahaanPengusahaan PanasPanas BumiBumi MenurutMenurut UU 27/2003 UU 27/2003 ––
LanjutanLanjutan 11

EksplorasiEksplorasi DilakukanDilakukan oleholeh PemerintahPemerintah atauatau PemerintahPemerintah DaerahDaerah

SURVEI / EKSPLORASI 
PENDAHULUAN

DATA & INFORMASI

PENGUMUMAN 
PENAWARAN LELANG

UNDANGAN PELELANGAN

DOKUMEN LELANG

MENJADI PESERTA LELANG

DOKUMEN PENAWARAN 
LELANG

EVALUASI PENAWARAN 
DAN PENENUAN PEMENANG 

MENGELUARKAN IUP 
KEPADA PEMENANG

MENERIMA IUP –
MENGAJUKAN IUPL / IO

MENDAPATKAN IJIN PRINSIP 
IUPL 

STUDI KELAYAKAN
PENDAHULUAN

MELAKUKAN EKSPLOITASI

PENGEMBANGAN 
PEMBANGKIT(EPC)

MENDAPATKAN NOMOR IUPL

DATA & INFORMASI

EVALUASI DATA & 
INFORMASI EKSPLORASI 

SEBELUMNYA

PENGIRIMAN PENAWARAN 
LELANG

WILAYAH KERJA

DATA AWAL  

Keterangan:

Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat atau
Daerah

Badan Usaha 

Bapeptal/Pemerintah/Pe
merintah Daerah

DIBERIKAN PRIORITAS 
MENDAPATKAN IUPL/IO 
KEPADA PEMEGANG IUP 
TANPA MELALUI LELANG
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3.2.3. 3.2.3. AlurAlur ProsesProses PengusahaanPengusahaan Panasbumi MenurutPanasbumi Menurut UU 27/2003UU 27/2003––
LanjutanLanjutan 22

EksplorasiEksplorasi DilakukanDilakukan oleholeh BadanBadan UsahaUsaha

PENGUMUMAN 
PENAWARAN LELANG

UNDANGAN PELELANGAN

DOKUMEN LELANG

MENJADI PESERTA LELANG

DOKUMEN PENAWARAN 
LELANG

EVALUASI PENAWARAN 
DAN PENENUAN PEMENANG

MENGELUARKAN IUP 
KEPADA PEMENANG

SESUAI KRITERIA  
PEROLEHAN IUP

MENERIMA IUP –
MENGAJUKAN IUPL / IO

MENDAPATKAN IJIN PRINSIP 
IUPL/JAMINAN 

MEMPEROLEH IUPL TANPA 
MEL.LELANG

MELAKUKAN EKSPLOITASI

PENGEMBANGAN 
PEMBANGKIT(EPC)

MENDAPATKAN  IUPL/IO

DATA & INFORMASI

EVALUASI EKSPLORASI

PENGIRIMAN PENAWARAN 
LELANG

WILAYAH KERJA

DATA AWAL

Keterangan:

Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat atau
Daerah

Badan Usaha 

Bapeptal/Pemerintah/
Pemerintah Daerah

STUDI KELAYAKAN

MELAKSANAKAN  COMMISSIONING/ 
OPERASI KOMERSIAL

MENGAWASI DAN MEMBINA 
PEMEGANG IUP

SURVEI / EKSPLORASI 
PENDAHULUAN

DATA & INFORMASI

STUDI KELAYAKAN
PENDAHULUAN

DIBERIKAN PRIORITAS 
MENDAPATKAN IUPL/IO 
KEPADA PEMEGANG IUP 
TANPA MELALUI LELANG
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3.3. Langkah 3.3. Langkah KebijakanKebijakan PengembanganPengembangan SumberSumber DayaDaya ManusiaManusia

MenMenjadikanjadikan Indonesia Indonesia sebagaisebagai center of center of excelenceexcelence panasbumipanasbumi didi duniadunia

MenjadikanMenjadikan lembagalembaga pendidikanpendidikan tinggitinggi sebagaisebagai saranasarana peningkatanpeningkatan
kompetensikompetensi SDM SDM panasbumipanasbumi

Meningkatkan kompetensi SDM Meningkatkan kompetensi SDM melaluimelalui program program sertifikasisertifikasi..
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3.4. Langkah Kebijakan 3.4. Langkah Kebijakan PenelitianPenelitian dandan PengembanganPengembangan

Melakukan kegiatan penelitian untuk pemanfaatan energi panas bumi secara langsung 
(direct use) untuk menunjang industri kecil dan pariwisata; 

Melakukan kegiatan penelitian pemanfaatkan energi panas bumi untuk pembangkit 
tenaga listrik sekala kecil (dibawah 10 Mw); 

Melakukan kegiatan penelitian untuk mengurangi resiko eksplorasi;

Melakukan kegiatan penelitian untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi 
selama mungkin;

Melakukan kegiatan penelitian untuk mengurangi endapan (scaling) pada sudu-sudu
turbin.

Melakukan kegiatan penelitian bekerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian 
setempat untuk pemanfaatan langsung panas bumi dalam mendukung pengembangan 
teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian di daerah panas bumi.

Membangun sarana dan prasarana serta promosi geowisata panas bumi yang dapat 
dilakukan oleh  pemerintah daerah. 
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4.14.1 InstrumenInstrumen LegislasiLegislasi Yang Yang SudahSudah AdaAda

UU No. 11 UU No. 11 TahunTahun 1994 1994 sebagaimanasebagaimana telahtelah diubahdiubah menjadimenjadi UU No. 18 UU No. 18 TahunTahun 2000 2000 tentangtentang PajakPajak PertambahanPertambahan NilaiNilai
BarangBarang dandan JasaJasa dandan PajakPajak PenjualanPenjualan AtasAtas BarangBarang MewahMewah, , peraturanperaturan perpajakanperpajakan ((penerimaanpenerimaan negaranegara) ) terhadapterhadap
pengusahaanpengusahaan panaspanas bumibumi tidaktidak lagilagi mengacumengacu kepadakepada KeppresKeppres 49 49 TahunTahun 1991.1991.
UU No. 22 UU No. 22 TahunTahun 1999 1999 tentangtentang PemerintahanPemerintahan DaerahDaerah
UU No. 25 UU No. 25 TahunTahun 2000 2000 tentangtentang PerimbanganPerimbangan KeuanganKeuangan PusatPusat dandan DaerahDaerah
UU No. 20 UU No. 20 TahunTahun 2002 2002 tentangtentang KetenagalistrikanKetenagalistrikan
UU No.27 UU No.27 TahunTahun 2003 2003 tentangtentang PanasPanas BumiBumi

KeppresKeppres No. 76 No. 76 TahunTahun 2000 2000 tentangtentang PengusahaanPengusahaan SumberSumber DayaDaya PanasPanas BumiBumi untukuntuk PembangkitanPembangkitan TenagaTenaga ListrikListrik, , 
KeppresKeppres No. 22 No. 22 TahunTahun 1981 1981 jojo KeppresKeppres No. 45 No. 45 dandan 49 49 TahunTahun 1991 yang 1991 yang hanyahanya berlakuberlaku untukuntuk pengusahaanpengusahaan dandan
kontrakkontrak--kontrakkontrak panasbumipanasbumi yang yang sedangsedang berjalanberjalan..

KeppresKeppres No. 15 No. 15 TahunTahun 2002 2002 tentangtentang PencabutanPencabutan KeppresKeppres No. 39 No. 39 TahunTahun 1997  1997  tentangtentang
Penangguhan/PengkajianKembaliPenangguhan/PengkajianKembali ProyekProyek PemerintahPemerintah, , BadanBadan UsahaUsaha MilikMilik negaranegara, , dandan SwastaSwasta yang yang BerkaitanBerkaitan dengandengan
Pemerintah/BadanPemerintah/Badan UsahaUsaha MilikMilik negaranegara..

PeraturanPeraturan PemerintahPemerintah No. 144 No. 144 TahunTahun 2000 2000 tentangtentang JenisJenis BarangBarang dandan JasaJasa yang yang tidaktidak DikenakanDikenakan PajakPajak PertambahanPertambahan
NilaiNilai (PPN)(PPN)
PP No. 31 PP No. 31 TahunTahun 2003 2003 tentangtentang PengalihanPengalihan BentukBentuk PerusahaanPerusahaan PertambanganPertambangan MinyakMinyak dandan Gas Gas BumiBumi Negara Negara 
((PertaminaPertamina) ) menjadimenjadi PerusahaanPerusahaan PerseroanPerseroan ((PerseroPersero))

KepmenKepmen ESDM No. 667/11/MEM/2002 ESDM No. 667/11/MEM/2002 tentangtentang PenugasanPenugasan kepadakepada DJGSM DJGSM dandan DJLPE DJLPE dalamdalam PengusahaanPengusahaan SumberSumber
DayaDaya PanasPanas BumiBumi untukuntuk PembangkitanPembangkitan TenagaTenaga ListrikListrik..
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RPP RPP tentangtentang PembinaanPembinaan dandan pengawasanpengawasan pengusahaanpengusahaan PanasPanas BumiBumi
-- KewenanganKewenangan dandan tugastugas pemerintahpemerintah, , propinsipropinsi dandan kabupatenkabupaten//kotakota
-- PenentuanPenentuan unit unit teknisteknis penanggungpenanggung jawabjawab antaraantara lain data lain data dandan informasiinformasi
-- Ketentuan  pembinaanKetentuan  pembinaan dandan pengawasanpengawasan

Program Program kerjakerja dandan keuangankeuangan
PenyediaanPenyediaan peralatanperalatan eksplorasieksplorasi, , eksploitasieksploitasi dandan pemanfaatanpemanfaatan panaspanas bumibumi
KeselamatanKeselamatan kerjakerja
LingkunganLingkungan hiduphidup
PenyelesaianPenyelesaian perselisihanperselisihan dalamdalam pengusahaanpengusahaan

RPP RPP tentangtentang KetentuanKetentuan pemanfaatanpemanfaatan langsunglangsung
RPP RPP tentangtentang pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi

-- WilayahWilayah kerjakerja panaspanas bumi bumi 
PenetapanPenetapan pembagianpembagian wilayahwilayah kerjakerja, , termasuktermasuk koordinatkoordinat batasbatas wilayahwilayah
Luas Luas 
PengembalianPengembalian dandan perubahanperubahan luasluas

-- PolaPola pengusahaanpengusahaan panaspanas bumibumi
KetentuanKetentuan total project (total project (terintegrasiterintegrasi penyediaanpenyediaan uapuap dandan listriklistrik))
KetentuanKetentuan PengusahaanPengusahaan PenyediaanPenyediaan uapuap ((tidaktidak total project)total project)

-- KetentuanKetentuan mengenaimengenai pelelanganpelelangan dandan perijinanperijinan
PersyaratanPersyaratan pelelanganpelelangan
KetentuanKetentuan perijinanperijinan antaraantara lain lain pembatalanpembatalan, , pencabutanpencabutan ijinijin, , jangkajangka waktuwaktu, , hakhak dandan
kewajibankewajiban pemegangpemegang ijinijin
KewenanganKewenangan pemberianpemberian ijinijin

-- KetentuanKetentuan mengenaimengenai kriteriakriteria insentifinsentif
-- KetentuanKetentuan mendapatkanmendapatkan kesempatankesempatan pertamapertama IUPLIUPL

4.2.4.2. InstrumenInstrumen LegislasiLegislasi Yang Yang DiperlukanDiperlukan
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RPP RPP tentangtentang penerimaanpenerimaan negaranegara bukanbukan pajakpajak daridari panaspanas bumibumi
-- KetentuanKetentuan mengenaimengenai iuraniuran tetaptetap, , iuraniuran produksiproduksi dandan bonus.bonus.
-- KetentuanKetentuan mengenaimengenai pembagianpembagian penerimaanpenerimaan negaranegara bukanbukan pajakpajak antaraantara pemerintahpemerintah, , 

propinsipropinsi dandan kabupatenkabupaten//kotakota..

RancanganRancangan KeppresKeppres tentangtentang ketentuanketentuan yang yang mengaturmengatur mengenaimengenai kontrakkontrak dandan
pengusahaanpengusahaan panasbumipanasbumi yang yang sedangsedang berjalanberjalan::

-- PembinaanPembinaan dandan PengawasanPengawasan..
-- KetentuanKetentuan FiskalFiskal dandan KomersialKomersial..
-- EsensiEsensi pengusahaanpengusahaan dandan kontrakkontrak..

4.2.4.2. InstrumenInstrumen LegislasiLegislasi Yang Yang DiperlukanDiperlukan ((LanjutanLanjutan))
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Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
-- DitjenDitjen DGSMDGSM

DitDit. . InventarisasiInventarisasi SDMSDM
DitDit..PembinaanPembinaan PengusahaanPengusahaan & & BatubaraBatubara
DitDit..TeknikTeknik MineralMineral

-- DitjenDitjen LPELPE
DitDit..PembinaanPembinaan Program Program KetenagalistrikanKetenagalistrikan
DitDit..PembinaanPembinaan PengusahaanPengusahaan ListrikListrik
DitDit..TeknikTeknik KetenagalistrikanKetenagalistrikan
DitDit..EnergiEnergi BaruBaru TerbarukanTerbarukan dandan KonservasiKonservasi EnergiEnergi

-- BalitbangBalitbang DESDMDESDM
P3TEKP3TEK

-- Badiklat Badiklat 
PusdiklatPusdiklat EnergiEnergi dandan KetenagalistrikanKetenagalistrikan

LembagaLembaga StandarisasiStandarisasi//SertifikasiSertifikasi NasionalNasional
-- BNSPBNSP
-- BSNBSN
-- KANKAN
-- AsosiasiAsosiasi ProfesiProfesi

Propinsi;Propinsi;
-- LembagaLembaga PembinaanPembinaan dandan PengawasanPengawasan PengusahaanPengusahaan PanasbumiPanasbumi ((DinasDinas//SubdinasSubdinas yang yang menanganimenangani

bidangbidang energienergi) ) 
-- BPNBPN
-- BappedaBappeda
-- Biro Biro LingkunganLingkungan HidupHidup

Kabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.
-- LembagaLembaga PembinaanPembinaan dandan PengawasanPengawasan PengusahaanPengusahaan PanasbumiPanasbumi ((DinasDinas//SubdinasSubdinas yang yang menanganimenangani

bidangbidang energienergi) ) 
-- BPNBPN
-- BappedaBappeda
-- Biro Biro LingkunganLingkungan HidupHidup

Kelembagaan



39

PemerintahPemerintah
MenteriMenteri yang yang bertanggungjawabbertanggungjawab didi bidangbidang panaspanas
bumibumi

PemerintahPemerintah Propinsi;Propinsi;
-- DinasDinas //BadanBadan//LembagaLembaga yang yang menanganimenangani bidangbidang

energienergi
-- DinasDinas //BadanBadan//LembagaLembaga yang yang terkaitterkait

PemerintahPemerintah Kabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.
-- DinasDinas //BadanBadan//LembagaLembaga yang yang menanganimenangani bidangbidang

energienergi
-- DinasDinas //BadanBadan//LembagaLembaga yang yang terkaitterkait

5.1. 5.1. KelembagaanKelembagaan PerizinanPerizinan UsahaUsaha PanasPanas BumiBumi
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5.2.1. Pembinaan dan Pengawasan untuk proyek pengusahaan yang se5.2.1. Pembinaan dan Pengawasan untuk proyek pengusahaan yang sedang dang 
berjalan:berjalan:
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

-- DitjenDitjen DGSMDGSM
DitDit. . InventarisasiInventarisasi SDMSDM
DitDit..PembinaanPembinaan PengusahaanPengusahaan & & BatubaraBatubara
DitDit..TeknikTeknik MineralMineral

-- DitjenDitjen LPELPE
DitDit..PembinaanPembinaan Program Program KetenagalistrikanKetenagalistrikan
DitDit..PembinaanPembinaan PengusahaanPengusahaan ListrikListrik
DitDit..TeknikTeknik KetenagalistrikanKetenagalistrikan
DitDit..EnergiEnergi BaruBaru TerbarukanTerbarukan dandan KonservasiKonservasi EnergiEnergi

PERTAMINA PERTAMINA 
-- TelahTelah diserahkandiserahkan kepadakepada DitjenDitjen GSM  GSM  dandan DitjenDitjen LPE LPE sesuaisesuai batasanbatasan

kewenangannyakewenangannya sebagaimanasebagaimana diaturdiatur KepmenKepmen No.667 No.667 TahunTahun 20022002

5.2. 5.2. KelembagaanKelembagaan PembinaanPembinaan dandan PengawasanPengawasan
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5.2.2.5.2.2. Pembinaan dan Pengawasan untuk proyek baru sesuai UU 27 Tahun 20Pembinaan dan Pengawasan untuk proyek baru sesuai UU 27 Tahun 2003: 03: 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

-- DitjenDitjen DGSMDGSM
DitDit. . InventarisasiInventarisasi SDMSDM
DitDit..PembinaanPembinaan PengusahaanPengusahaan & & BatubaraBatubara
DitDit..TeknikTeknik MineralMineral

-- DitjenDitjen LPELPE
DitDit..PembinaanPembinaan Program Program KetenagalistrikanKetenagalistrikan
DitDit..PembinaanPembinaan PengusahaanPengusahaan ListrikListrik
DitDit..TeknikTeknik KetenagalistrikanKetenagalistrikan
DitDit..EnergiEnergi BaruBaru TerbarukanTerbarukan dandan KonservasiKonservasi EnergiEnergi Propinsi;Propinsi;

Propinsi:Propinsi:
-- LembagaLembaga PembinaanPembinaan dandan PengawasanPengawasan PengusahaanPengusahaan PanasbumiPanasbumi ((DinasDinas//SubdinasSubdinas yang yang 

menanganimenangani bidangbidang energienergi) ) 
-- BPNBPN
-- BappedaBappeda
-- Biro Biro LingkunganLingkungan HidupHidup

Kabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.
-- LembagaLembaga PembinaanPembinaan dandan PengawasanPengawasan PengusahaanPengusahaan PanasbumiPanasbumi ((Dinas/SubdinasDinas/Subdinas yang yang 

menanganimenangani bidangbidang energienergi) ) 
-- BPNBPN
-- BappedaBappeda
-- Biro Biro LingkunganLingkungan HidupHidup

5.2. 5.2. KelembagaanKelembagaan PembinaanPembinaan dandan PengawasanPengawasan ((LanjutanLanjutan))
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5.5.33.1. Penunjukan Badan Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Panasb.1. Penunjukan Badan Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Panasbumi:umi:
Untuk tingkat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;Untuk tingkat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

-- DitjenDitjen DGSMDGSM
DitDit. . InventarisasiInventarisasi SDMSDM
DitDit..PembinaanPembinaan PengusahaanPengusahaan & & BatubaraBatubara
DitDit..TeknikTeknik MineralMineral

Propinsi;Propinsi;
-- LembagaLembaga PembinaanPembinaan dandan PengawasanPengawasan PengusahaanPengusahaan PanasbumiPanasbumi

((DinasDinas//SubdinasSubdinas yang yang menanganimenangani bidangbidang energienergi) ) 

Kabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.
-- LembagaLembaga PembinaanPembinaan dandan PengawasanPengawasan PengusahaanPengusahaan PanasbumiPanasbumi

((DinasDinas//SubdinasSubdinas yang yang menanganimenangani bidangbidang energienergi) ) 
Atau dibentuk Badan Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan PanasbuAtau dibentuk Badan Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Panasbumi mi 
pada tingkat Pusat/Propinsi/Kabupaten/kota sesuai dengan kewenanpada tingkat Pusat/Propinsi/Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya gannya 
masingmasing--masing.masing.

5.3 . 5.3 . PengembanganPengembangan SistemSistem KelembagaanKelembagaan
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5.4.2. Pengembangan Lembaga Litbang, diklat, sertifikasi dan sta5.4.2. Pengembangan Lembaga Litbang, diklat, sertifikasi dan stake holder Pengusahaan Panasbumi:ke holder Pengusahaan Panasbumi:
BalitbangBalitbang DESDMDESDM

-- P3TEKP3TEK
Badiklat Badiklat 

-- PusdiklatPusdiklat EnergiEnergi dandan KetenagalistrikanKetenagalistrikan
BATANBATAN
PerguruanPerguruan TinggiTinggi Negri/Negri/SwastaSwasta IndonesiaIndonesia
LaboratoriumLaboratorium BadanBadan UsahaUsaha yang yang telahtelah//sedangsedang diakreditasidiakreditasi panasbumipanasbumi

LembagaLembaga StandarisasiStandarisasi//SertifikasiSertifikasi NasionalNasional
-- BNSPBNSP
-- BSNBSN
-- KANKAN

5.4.3. 5.4.3. PeningkatanPeningkatan PeranPeran StakeholdersStakeholders
DalamDalam upayaupaya meningkatkanmeningkatkan partisipasipartisipasi seluruhseluruh stakeholder, stakeholder, dikembangkandikembangkan jejaringjejaring organisasiorganisasi
nonnon--PemerintahPemerintah disektordisektor ketenagaketenaga listrikanlistrikan, , panasbumipanasbumi dandan energienergi lainnyalainnya untukuntuk dapatdapat berperanberperan
sertaserta dalamdalam pengembanganpengembangan panasbumipanasbumi. . Jejaring organisasiJejaring organisasi sepertiseperti terlapirterlapir):):

-- AsosiasiAsosiasi ProfesiProfesi ((AsosiasiAsosiasi PanasbumiPanasbumi Indonesia, IATKI, IATMI, HAGI, IAGI)Indonesia, IATKI, IATMI, HAGI, IAGI)
-- MasyarakatMasyarakat KetenagalistrikanKetenagalistrikan Indonesia (MKI)Indonesia (MKI)
-- MasyarakatMasyarakat EnergiEnergi IndonesiaIndonesia
-- MasyarakatMasyarakat EnergiEnergi TerbarukanTerbarukan IndonesiaIndonesia
-- Forum Forum KomunikasiKomunikasi ProdusenProdusen ListrikListrik Indonesia (FKPLI)Indonesia (FKPLI)
-- Forum Forum KomunikasiKomunikasi KonsumenKonsumen ListrikListrik

5.4 . 5.4 . PengembanganPengembangan SistemSistem KelembagaanKelembagaan ((LanjutanLanjutan))
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6. Program Pengembangan Panas Bumi

6.1. Jangka pendek:
Pengelolaan existing contracts
Pengembangan rencana strategis pengembangan panas bumi
Sinkronisasi peraturan pelaksanaan Undang Undang No 27/2003 tentang Panas Bumi dengan
peraturan pelaksanaan Undang Undang No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan

6.2. Jangka menengah dan panjang:
Program legislasi pengusahaan panas bumi
Fasilitasi kebijakan harga energi
Sosialisasi program pengembangan panas bumi termasuk tarif dan insentif, khususnya ke daerah
Pemutakhiran rencana strategis pengembangan panas bumi
Pengembangan sistem data dan informasi panas bumi
Rencana pengembangan ristek dan SDM
Community Development



45

6.1.1. Pengelolaan Existing Contracts

Pembentukan Tim Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai fasilitator
penanganan permasalahan existing contracts pengusahaan panas bumi
Inventarisasi isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan existing contracts, 
khususnya Pasal 41, 42, dan 43 Undang  Undang No 27/2003 tentang Panas
Bumi
Pembahasan dengan para stakeholder mengenai penyelesaian permasalahan
yang terkait dengan pelaksanaan existing contract
Penyusunan draft aturan penegasan pelaksanaan existing contracts
Penerbitan aturan penegasan pelaksanaan existing contracts
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6.1.2.1. Pemanfaatan Tidak Langsung
Menyusun klasifikasi seluruh lapangan panas bumi menurut parameter tekno-ekonomi dan
kendala pengembangannya, antara lain

- Kendala peraturan (tumpang tindih peruntukan lahan)
- Keterbatasan lingkungan (taman konservasi nasional)
- Keterbatasan daya dukung lingkungan setempat yang sesuai dengan pelaksanaan good 

engineering practices
Menyusun target dan skala prioritas investasi pengembangan panas bumi dan langkah-
langkah yang harus dilakukan sesuai dengan hasil klasifikasi potensi panas bumi
Menetapkan rencana aksi pengembangan panas bumi yang mengarah kepada pencapaian 
sasaran pengembangan panas bumi
Mencari kemudahan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk
mendistribusikan listrik yang dihasilkan dari panas bumi
Melakukan kajian dan merekomendasikan penerapan depletion premium, biaya lingkungan
dan lain-lain pajak polusi agar harga panas bumi menjadi kompetitif
Mengupayakan simplifikasi pola pengusahaan investasi panas bumi dari mulai eksplorasi
sampai dengan penjualan listriknya melalui paket yang masih selaras dengan peraturan
yang berlaku
Mengupayakan pemberian kebijakan paket insentif yang diperlukan untuk pengembangan
panas bumi
Mendorong ikut sertanya institusi keuangan internaional dalam mendukung energi yang 
bersih untuk merangsang pertumbuhan industri panas bumi
Mengupayakan pelayanan perijinan pengusahaan panas bumi dalam satu atap
Melakukan Penelitian dan Penerapan perkembangan teknologi untuk eksplorasi, eksploitasi
dan produksi untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam pengembangan
panasbumi

6.1.2.2. Pemanfaatan Langsung
Peningkatan pemanfaatan langsung panas bumi untuk teknologi pertanian dan pariwisata;
Peningkatan kerjasama antara pemegang IUP/IUPL/IO agar dalam pemanfaatan langsung dapat dikembangkan lebih 
luas;

6.1.2.  Rencana Strategis Pengembangan Panasbumi
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6.1.3. Sinkronisasi Pelaksanaan Undang Undang No. 27/2003 tentang
Panas Bumi dengan Undang Undang lainnya yang terkait, 
khususnya UU No 20/2002

Sinkronisasi penerapan Undang Undang No 27/2003 dengan Undang Undang No 
20/2002 perlu dilakukan yang memungkinkan dilakukannya:

- Pengutamaan pemanfaatan energi setempat dan energi terbarukan.

- Pencantuman pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik dalam
RUKD dan RUKN, agar pemanfaatan panas bumi untuk listrik dapat berjalan
segera setelah eksplorasi berakhir.

Siknronisasi penerapan Undang Undang No 27/2003 dengan Undang Undang
Nomor 41/1999 untuk pengusahaan panas bumi di kawasan hutan.
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6.2.1. PROGRAM LEGISLASI PENGUSAHAAN PANASBUMI

Dalam 2 tahun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 27 tahun 2003 tentang panas
bumi, RPP dan peraturan pelaksanaan lainnya sudah harus dapat diselesaikan dan harus
sinkron dengan peraturan pelaksanaan undang undang lainnya, khususnys Undang Undang
No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan:

• RPP tentang Pembinaan dan pengawasan pengusahaan panasbumi;

• RPP tentang Pengusahaan panasbumi;

• RPP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari panasbumi;

• RPP tentang Ketentuan Pemanfaatan Langsung;

• Rancangan Keppres tentang ketentuan yang mengatur mengenai kontrak dan
pengusahaan panasbumi yang sedang berjalan.
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Melakukan kajian dan merekomendasikan berbagai insentif yang dapat meningkatkan
keekonomian panas bumi

Mengupayakan pemberian fasilitas kebijakan harga bagi energi yang akrab lingkungan;

Mengupayakan pemberian fasilitas kebijakan harga dalam upaya mengembangkan
panasbumi di daerah-daerah tertentu;

Mendukung upaya pemerintah untuk menghapuskan subsidi harga BBM dan tarif listrik

Mendorong diterapkannya tarif regional di wilayah-wilayah yang mempunyai potensi panas
bumi yang besar.

6.2.2. Program Fasilitasi Kebijakan Harga Energi
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Melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada berbagai pihak terkait dengan pengusahaan
panas bumi, khususnya kepada Pemerintah Daerah agar mempunyai kesamaan pandangan
dan gerak serta langkah dalam mengembangkan panas bumi.

Mendorong diterapkannya tarif regional di daerah-daerah yang mempunyai potensi panas
bumi; sehingga kebijakan-kebijakan insentif untuk meningkatkan keekonomian panas bumi
dapat diimplementasikan di wilayah-wilayah tersebut.

Mengupayakan agar Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan
penyederhanaan peraturan-peraturan dan perijinan yang dapat membantu meningkatkan
keekonomian dan kepastian proyek panas bumi.

6.2.3. Sosialisasi Program Pengembangan Panas Bumi



51

6.2.4. Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Panas Bumi

Pemutakhiran rencana strategis pengembangan panas bumi harus dilakukan secara periodik
dengan menyesuaikan kondisi dan situasi pada saat itu.

Target, skala prioritas dan langkah–langkah yang harus dilaksanakan perlu selalu
dimutakhirkan.
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MelakukanMelakukan pemetaanpemetaan kebutuhankebutuhan energienergi dandan potensipotensi panaspanas bumibumi disetiapdisetiap daerahdaerah;;

MelakukanMelakukan survey survey pendahuluanpendahuluan dandan meningkatkanmeningkatkan kegiatankegiatan eksplorasieksplorasi oleholeh pemerintahpemerintah untukuntuk mendatamendata
potensipotensi dandan penyiapanpenyiapan wilayahwilayah kerjakerja panasbumipanasbumi. . 

MenyiapkanMenyiapkan perangkatperangkat sistemsistem informasiinformasi manajemenmanajemen panasbumipanasbumi didi Indonesia yang Indonesia yang terintegrasiterintegrasi antaraantara
pusatpusat dandan daerahdaerah;;

MenyiapkanMenyiapkan pusatpusat informasiinformasi panasbumipanasbumi didi setiapsetiap daerahdaerah panasbumipanasbumi;;

6.2.5.  Program Pengembangan Sistem Data dan Informasi
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Menyiapkan roadmap ristek panasbumi untuk mendukung rencana 
pemanfaatan sebesar 6000 MW pada tahun 2020.

Menyiapkan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan
kompetensi SDM yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan
panasbumi secara nasional.

Menyiapkan lembaga litbang dan prasarana laboratorium yang memiliki
akreditasi panasbumi secara internasional.

6.2.6.  Rencana Pengembangan Ristek & SDM
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Mengatur program Community Development yang mampu memberi
manfaat bagi masyarakat setempat tetapi mendukung pelaksanaan
pengembangan panasbumi dengan cara menetapkan batas nilai dan
mekanisme penyaluran dana Community Development.

Melegalisasi program Community Development dengan cara memasukan
dalam persyaratan perijinan. 

Melakukan sosialisasi pentingnya program Comunity Development dalam 
pengembangan panasbumi di Indonesia.

Meningkatkan peran serta masyarakat secara proporsional dalam
mendukung pengembangan panasbumi. 

Menyiapkan suatu wadah penghargaan bagi pihak-pihak termasuk
organisasi kemasyarakatan dalam menggalang dan melaksanakan
Community Development.

6.2.7.  Community Development
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Membentuk Lembaga di pusat dan daerah yang memiliki potensi panasbumi untuk
melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan, perijinan, pelelangan; sesuai dengan batas
kewenangan masing-masing ;

Meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan kelembagaan dan Stakeholder ;

Memberdayakan lembaga asosiasi dan sertifikasi ; 

Mengkaji pembentukan lembaga independen yang berfungsi dalam pembinaan dan
pengawasan, perijinan, dan pelelangan.

6.2.8.  Kemampuan Kelembagaan
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SUMBERDAYA (MWe) CADANGAN (MWe)
LOKASI

SPEKULATIF HIPOTETIS TERDUGA MUNGKIN TERBUKTI

SUMATRA 5630 2433 5419 15 389

JAWA - BALI 2450 1591 3076 603 1837

NUSA TENGGARA 125 448 612 14

SULAWESI 950 125 663 110 65

MALUKU / IRIAN 325 117 142 - -

TOTAL 9530 4714 9912 728 2305

14244 12945

27189

-

KALIMANTAN 50 ----

TERPASANG 
(MWe)

807

2

785

20

Lampiran - 1



57

INSTANSI TERKAIT DALAM BISNIS 
GEOTHERMAL (EXISTING)

DEPARTEMEN ESDM KEHUTANAN 

PERTAMINADITJEN GSDM DITJEN  L P E

DIT. INV. S D M 
DIT. TEKNIK 

MINERAL

BADAN USAHA 
(PERTAMINA,BUMNB

UMD, SWASTA, 
KOPERASI PIUPL)

PIUPL, PT. PLN 
(PERSERO)

DIT. PENGUSAHAAN 
MINERAL DAN 

BATUBARA 

KEMENTERIAN L H

Lampiran - 2
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INSTANSI TERKAIT DALAM BISNIS 
GEOTHERMAL (BARU)

DEPARTEMEN ESDM KEHUTANAN 

P E M D ADITJEN GSDM DITJEN  L P E

DIT. INV. S D M 
DIT. TEKNIK 

MINERAL

BADAN USAHA 
(PERTAMINA,BUMNB

UMD, SWASTA, 
KOPERASI PIUPL)

PIUPL, PT. PLN 
(PERSERO)

DIT. PENGUSAHAAN 
MINERAL DAN 

BATUBARA 

KEMENTERIAN L H

BAPEPTAL, PEMDA 
ATAU 

PEMERINTAH PUSAT

Lampiran - 3


